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Tahun Depan SP3 Bandara v

Mutiara Dihentikan

ZAINUDIN JACUB

BANGGAR : Anggota DPRD Palu setuju menghentikan sumbangan pihak ketiga dari Bandara Mutiara. Tampak

suasana rapat Banggar.

PALU - PolitisidiDPRD Palu
memutuskan  Sumbangan
Pihak ketiga (SP3) di Bandara
Mutiara akan dihéentikan mu-
lai tahun 2014.

Kesepakatan untuk mengh-
entikan SP3 Bandara Mutiara
disepakati dalam rapat pem-
bahasan R-APBD 2014 antara
Banggar DPRD Palu dengan
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) kemarin.

Kesepakatan untuk meng-
hentikan SP3 di‘ Bandara
Mutiara ini dicapai setelah
terjadi perdebatan antara ses-
ama anggota Banggar soal
SP3,

Perdebatan bermula keti-
ka sejumlah anggota Banggar
mendorong supaya pada ta-
hun depan ada target pener-
imaan SP3 Bandara Mutiara.

Usulan anggota DPRD
ini ditolak secara tegas oleh
Kepala Dinas Perhubungan

Kota Palu Ajenkis.

Menurut dia SP3 di Bandara
belum bisa dipungut sebelum
ada MoU antara Kementerian
Perhubungan = RI  dengan
Pemerintah - Kota  seluruh
Indonesia.

Pendapat Ajenkris ternya-
ta mendapat dukungan dari
beberapa angota DPRD Palu
seperti Ishak Cae, Hamsir,MJ
Wartabone hingga Ketua
DPRD Palu. o

Menurut Hamsir sebena-
rnyayang diatur oleh Pemkot
teknis pemungutan SP3 di

- Lapangan.

Pernyataan Hamsir itu
langsung ditanggapi oleh
Ketua DPRD Palu HM Sidik
Ponulele.

“Sebaiknya SP3 ini dihen-
tikan saja dari pada kita akan
bermasalah ke depan,” kata
Sidik.

Pendapat

Sidik  ini .

didukung oleh Anggota
Banggar MJ Wartabone yang
mengatakan, setuju dengan
pendapat Ketua DPRD Palu
itu.

“Kita jangan tergantung
pada SP3.Yang kita dorong
bagaimana Banggar mendo-
rong Pemkot mencari sum-
ber pendapat lain yang lebih
terukur,” kata Wartabone.

Keputusan DPRD Palu ini
sendiri mendapat persetu-

juan dari Sekkot Aminuddin’

Atjo.
“Kami setuju untuk meng-

hentikan pungutan pihak

ketiga di Bandara hingga
ada MoU antara Pemerintah
Daerah dengan Kementerian
Perhubungan. Pendapatan
daerah SP3 yang mencapai
miliaran rupiah mendingan
dihentikan dulu dari pada kita
bermasalah dengan hokum,”
demikian Sekkot.(zai)

Pan
Tem

Soal Data Pemilih

Ganda Baru

PALU - Informasi KPU
Palu soal adanya pemil-
ih ganda pasca faktualisasi
NIK Invalid langsung disi-
kapi oleh Panitia Pengawas

Pemilu (Panwaslu).
Kemarin  kata Ketua
Panwaslu Kota Palu

Darmiati, pihaknya lang-
sung menggelar rapat koor-
dinasi dengan  Panitia
Pengawas Kecamatan
(Panwascam) dan PPL un-
tuk merespons pernyataan
Komisioner KPU Palu ter-
kait 63.000 data ganda baru
di Kota Palu pasca vaktual-
isasi NIK Invalid.

Pemilih di

PALU - Dari 489 war-
ga binaan yang menjadi
Penghuni Lapas Petobo yang
masuk dalam daftar Pemilih
tetap (DPT) tidak satupun
yang memiliki NIK maupun
NKK.

Hal itu disampaikan
Anggota KPU Zatriawati ke-
marin. Menurut Zatriawati
tidak satupun penghuni
Lapas yang memiliki NIK.

“Karena KTP yang mer-
eka gunakan masih KTP la-
ma yang masih berdigit 15.
Makanya kami akan menca-
ri cara seperti apa solusinya
yang pasti dalam faktual hari
ini kami tidak menemukan
adanya warga binaan yang




